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i 

MOTTO 

َُمِنََْرَوْحََِاللّٰهََِاِلَََّالْق وْمََُالْكٰفِرُوْنَ  يـَْٔس  ۟ َلّ ََيَا َّهُ  ُاِۗن ِ وْاُمِنَْرَوْحَِالٰلّه يـَْٔس  ۟ ُتَا لَا  وا

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus 

asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” 
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ABSTRAK  

Roro Deswita Ramadhani, (2021) : Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai 

Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi  

Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 

1A 

Mediasi sebagai salah satu metode alternativ penyelesaian sengketa. 

Mediasi dilakukan dengan menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga dan harus 

didatangi oleh para pihak. Dengan menggunakan metode mediasi dalam 

menyelesikan perkara bisa menghadirkan rasa keadilan dalam menyelesaikan 

persengketaan dan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan. Prosedur 

mediasi pada pengadilan telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan bagi para pihak yang berperkara, 

dengan melakukan mediasi diharapkan tidak terjadi perceraian. 

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana upaya 

mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada 

masa pandemi? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa 

pandemi?. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field 

research) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Pengadilan Agama 

Kelas 1A. Subjek penelitian ini adalah ketua hakim,mediator,hakim mediator,dan 

panitera Pengadilan Agama Kelas 1A. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapat data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam tehnik analisis data penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah 

dikumpulkan kemudian penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 

dapat dipahami secara jelas. 

Hasil penelitian menunjukan, bahwasannya pada tahun 2020 jumlah 

perkara yang dimediasi sebanyak 283 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 

248 perkara. Pada tahun 2021 jumlah kasus yang dimediasi sebanyak 290 perkara 

dan yang gagal di mediasi sebanyak 222 perkara. Berhasil dan tidaknya mediasi 

itu ditentukan oleh mediator, oleh karena itu mediator harus mempunyai skill atau 

keterampilan yang harus dimiliki. Keterampilan mediator ini dapat diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan mediasi, maka sertifikat yang didapatkan dari 

pelatihan mediasi menjadi bukti skill yang dimiliki oleh mediator atau tolak ukur 

kelayakan mediator. Keberhasilan dan kegagalan mediasi itu juga tergantung 

kepada para pihaknya sendiri. Adanya itikad baik dari para pihak mejadi kunci 

utama dalam keberhasilan mediasi. 

 

Kata Kunci : Mediasi, Cerai Gugat, Pandemi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang 

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga Allah SWT. telah menciptaka

n manusia berpasang-pasangan, namun tidak menuntut kemungkinan akan terjadi 

perpisahaan dikarenakan adanya ketidak cocokan terhadap pasangan, masalah 

ekonomi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Dalam Islam perceraian atau 

perpisahan rumah tangga adalah sesuatu hal yang makruh. Perceraian adalah 

putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami terhadap isterinya 

yang perkawinanya dilangsungkan menurut agama Islam.
1
 Dalam Al-Qur’an 

dijelaskan mengenai ayat tentang perceraian yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 227 : 

يْعٌ عملِيْمٌ   وماِنْ عمزممُوا الطَّلام قم فماِنَّ ا اللهم سَمِ
Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka 

sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.
2
(Q.S. Al-

Baqarah : 227) 

 

Tafsir ayat di atas mengandung pengertian yang menunjukan bahwa talak 

tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Menurut jumhur ulama, 

talak satu jatuh setelah lewat masa empat bulan. Pendapat ini didukung oleh 

riwayat yang sanad-sanadnya berpredikat sahih, dari Umar, Usman, Ali, Ibnu 

Mas’ud, Ibnu Abbas, dan Zaid ibnu Sabit. Lalu ada yang mengatakan, 

Sesungguhnya wanita itu dicerai dengan berlalunya empat bulan itu satu kali 

talak raj’i”.
3
 

                                                             
1
 Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan 

Hukum Islam Di Indonesia” ,Jurnal Vol. 11 No 1,2020.hlm 89 
2 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: Diponegoro, 2014), 

hlm. 36 
3
 Syaikh Ahmad Syakir, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1”, (Jakarta: Darus Sunnah 

Press,2012), hlm. 643 
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Berdasarkan tafsir di atas dapat di simpulkan bahwa, talak tidak akan 

jatuh setelah berlalunya empat bulan setelah suami meninggalkan isterinya 

sebelum ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampuri isterinya 

kembali. Maka apabila seorang laki-laki meng-illa’ isterinya dan tidak beriniat 

untuk kembali maka suami harus menceraikan isterinya dihadapan hakim. 

Pada prinsipnya Islam melarang perceraian, ini dapat dilihat pada sabda 

Rasulullah Saw. :  

رم ابِْنِ عمنِ  لَّمم : عُمم سم لّى امللّو عملميْوِ وم هُمم قما لم : قما لم رمسُو لُ امللّوِ صم ٳِلََِ الحَْلَالِِبْ غمضُ  ٲرمظِيم امللّوم عمى ْ

اوُدم(ٲامللّوِ الطَّلامقُ ) رموماهُ   4 بوُ دم
 

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda: 

Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalaq 

(cerai)”. (H.R. Abu Dawud). 

 

Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud di atas telah dinyatakan 

shahih oleh al-hakim, hadis tersebut memuat penjelasan tentang talak berserta 

hukumnya. Untuk itu hadis ini banyak di jumpai dalam kitab-kitab fikih, 

khususnya yang membahas tentang perkawinan. Adapun talak sendiri dalam Islam 

secara bahasa berarti melepaskan tali. Sedangkan menurut istilah talak merupakan 

salah satu pemutus hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu, 

yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Namun jika hadis di atas dicermati 

secara seksama, maka akan nampak sesuatu hal yang menarik, yakni pada 

kandungan matan yang menjelaskan tentang istilah abghadh dan halal. Istilah 

abghadh dan halal ini merupakan lafadz yang sama-sama disandarkan kepada 

Allah SWT. yakni Allah SWT. telah menghalalkan adanya talak, namun di sisi 

lain Allah SWT. juga sangat membencinya.
5
  

                                                             
4
Abu Dawud, Ath-Thalaq, (Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah Beirut, tth), hlm. 2245 

5
Sudarsono, “Pokok-Pokok Hukum Islam”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 262 
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Berdasarkan hadis di atas, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan 

halal yang paling dibenci Allah. Talak atau perceraian ini dihukumi haram karena 

akan merugikan suami dan isteri karena tidak ada manfaatnya maka dikategorikan 

haram. Karena itu menunjukan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan 

alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera 

kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. 

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tidak diatur mengenai 

pengertian perceraian, namun hal-hal yang mengenai perceraian telah diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai pasal 148. Dalam KHI pasal 115 

yang dimaksud perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus 

dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan 

Agama.
6
 

Perceraian itu sesuatu hal yang boleh dilakukan namun perkara yang  

dibenci oleh Allah SWT. maka dari itu kita berusaha untuk menghindarinya 

dengan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah sebuah proses 

penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
7
 

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang saling berkonflik, 

seperti yang telah Allah SWT. jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35 yaitu : 

مًا  كم افمابْ عمشُوْا حم ا قم ب ميْنِهِمم ِاَهْلِهِوماِنْ خِفْتُمْ شِقم نْ نْ  مِّ مًامِّ كم ِاِنِْومحم آ اِصْلامحًا ي ُّوم فِّقِ االلهُ  اَهْلِهاَِۚ يُّريِْدم
رًا  بيَْنََمَُاِِۗاِنِ  بِي ْ انم عملِيْمًا خم  االلهم كم

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru 

                                                             
6
 Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan 

Fiqih” , Jurnal Vol. 4 No 2,2018.hlm.157 
7
 Oki Basuki Rachmat-Mahmul Siregar, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Statbat”, 

Jurnal Vol. 6 No 2, 2013, hlm. 206 
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damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) 

bermaksud mengadakan perbaikan, nisaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, maha 

Mengenal”.
8
 (Q.S. An-Nisa : 35). 

 

Tafsir mengenai ayat di atas adalah, apabila terjadi persengketaan di 

antara sepasang suami isteri, maka hakimlah yang melerai keduannya sebagai 

pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduannya dan mencegah 

orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniaya. Ali Ibnu Abu 

Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka 

mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan 

seorang lelaki lain dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduannya 

melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduannya yang 

berbuat buruk.
9
 

Berdasarkan tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang 

terlibat perselisihan atau persengketaan mengenai rumah tangganya maka 

hendaklah mengundang seorang hakim dari keluarga laki-laki dan juga dari 

keluarga perempuan.  

Undang-undang perkawinan juga telah mengatur upaya hukum agar 

dapat menekan perceraian seminimal mungkin. Adapun yang dinamakan asas 

mempersulit perceraian terdapat pada pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang 

perkawinan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam persidangan 

                                                             
8
 Al-Qur’an dan Terjemah, Op.Cit., hlm. 84 

9
Syaikh Ahmad Syakir, “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4”, (Jakarta: Darus 

Sunnah Press, 2012),hlm. 80 
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harus mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.
10

 

Dengan demikian dengan adanya asas mempersulit perceraian ini diharapkan 

dapat dilaksanakan semaksimal mungkin agar angka perceraian yang terjadi 

dalam masyarakat berkurang.  

Dalam hal ini dijelaskan bahwa isteri juga mempunyai hak yang sama 

dengan suami dalam hal perceraian. Isteri dapat menggugat suami apabila suami 

tidak bisa bertanggung jawab dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, 

maka dalam hal ini isteri boleh menggugat suami. Pihak yang berperkara dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebelum perkara diputuskan hakim 

akan melakukan mediasi kepada para pihak terlebih dahulu.  

Prosedur mediasi pada pengadilan telah diatur dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2016. Mediasi dalam PERMA ini adalah cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator. Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi adalah semua 

sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan 

(verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berpekara (partij verzet) 

maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 

mediasi sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan mahkamah agung.
11

 

Oleh karena itu dalam melakukan mediasi dilakukan oleh pihak yang 

berperkara di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian. Dalam pengadilan 

                                                             
10

 Allifaj Amelia, “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada 

Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perceraian”, Jurnal vol. 7 No. 2, 2020. hlm. 3 
11

 Ketua Mahkamah Agung RI, “PERMA Nomor 1 Tahun 2016”. 
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mediasi dilakukan setelah sidang pertama, sebelum melanjutkan sidang perceraian 

biasanya hakim akan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk 

melakukan mediasi terlebih dahulu. Dalam melakukan mediasi mediator menjadi 

penengah untuk menyelesaikan sengketa guna memperoleh kesepakatan para 

pihak.  

Peran mendamaikan bagi pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama 

dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang 

diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik 

dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu 

sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang 

kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. 

Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan 

perkara dilanjutkan.
12

 

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui 

titik temu. Diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan, 

diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau 

mediasi di lingkup peradilan.
13

 

Dalam pasal 144 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa, apabila 

terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru 

berdasarkan alasan atau alasan-alasan yanga ada sebelum perdamaian dan telah 

                                                             
12

 Endang Hadrian dan Lukman Hakim, “Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, 

(Yogyakarta: Budi Utama,2012), hlm. 85 
13 Ibid., hlm. 93 
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diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Kemudian dalam 

pasal 145 Kompilasi Hukum Islam apabila mediasi tidak dicapai perdamaian, 

pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
14

 

Dapat disimpulkan bahwa, mediasi merupakah hal yang wajib dilakukan 

bagi para pihak yang berperkara. Dengan melakukan mediasi diharapkan tidak 

terjadi perceraian. Namun apabila mediasi tidak mencapai perdamaian diantara 

kedua belah pihak yang berperkara maka proses persidangan akan berlanjut 

sampai hakim memutuskan perkara.  

Anjuran damai atau mediasi dapat dilakukan kapan saja sepanjang 

perkara belum diputus, tetapi anjuran damai atau mediasi pada permulaan sidang 

pertama adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan. Jika terjadi perdamaian maka 

dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan 

putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi 

diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru diluar itu.
15

  

Keuntungan menggunakan mediasi adalah salah satunya bahwa sengketa 

dapat diselesaikan dengan menggunakan win-win solution. Keberhasilan mediasi 

juga didukung oleh faktor-faktor yang sangat kuat sehingga mediasi dapat 

dilaksanakan. Adapun kegagalan mediasi biasanya dikarenakan sudah tidak 

adanya itikad baik diantara para pihak yang bersengketa. 

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para 

pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban 

yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, 

                                                             
14

 MUI Pusat, “Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta: Permata Press. 2003), hlm. 43. 
15

 Roihan A. Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama”, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), hlm. 100 
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mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya 

mendamaikan perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara 

terus-menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal.
16

 

Dengan demikian peran hakim mediator dalam memediasi sangatlah 

penting hal ini bertujuan agar perkara yang di persengketakan berakhir damai. 

Maka bagi mediator yang akan menjadi penengah harus memiliki kemampuan-

kemampuan yang memenuhi standar mediator. 

Selanjutnya di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa 

prosedur mediasi adalah sebagai berikut : 

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan 

para pihak untuk menempuh mediasi.  

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih 

oleh para pihak atau ditunjukan oleh majelis hakim. 

3. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan 

secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 

4. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka pihak wajib menyatakan secara 

tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. 

5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk 

dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. 

6. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan 

dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan 

gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai. 

                                                             
16 Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.,Op.Cit.,hlm.164 
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7. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan 

secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan 

kegagalan tersebut kepada hakim. 

8. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim memeriksa perkara tetap 

berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan 

putusan. 

9. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses 

mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. 

Dari sembilan point PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas, maka 

mediator dalam memediasi perkara harus di dasarkan pada PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 pasal tersebut.  

Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A yang berlokasi di Jalan Datuk 

Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru Riau, merupakan salah satu dari empat 

lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam 

melakukan mediasi, mediator Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A 

berperdoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Namun demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti menemukan beberapa gejala yang terjadi dalam proses mediasi yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yaitu diantaranya adalah :  

1. Masih ada pada sidang hari pertama, salah satu pihak yang berperkara tidak 

datang dan proses mediasi ditunda. 

2. Masih ada mediasi yang jaraknya dipakai hanya seminggu tidak sampai 30 

hari, dikarenakan untuk mempersingkat waktu. 
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Dari gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Upaya Mediasi 

Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi  Di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A”. 

 

B. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang upaya mediasi 

dalam perkara cerai gugat tahun 2020-2021 pada masa pandemi di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 

mediasi dalam perkara cerai gugat tahun 2020-2021 pada masa pandemi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.  

 

C. Rumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah diatas, 

maka penulis rinci dalam bentuk pertanyaan antara lain : 

1. Bagaimana upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari 

tahun 2020-2021 pada masa pandemi?  

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 

1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa 

pandemi. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Sebagai syarat mengajukan skripsi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas 

Syariah dan Hukum. 

b. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 

tentang mediasi dalam peradilan. 

c. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang hukum mengenai faktor-faktor upaya  

mediasi dalam perkara perceraian. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

Penulisan karya ilmiah ini penulis juga merujuk pada karya ilmiah lain 

yang sudah terdahulu dengan subtansi dan pembahasan yang berbeda tentunnya, 

diantaranya adalah :  

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada 

hubungannya dengan topik yang akan di bahas yaitu “ Implementasi Mediasi 

Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun” yang di 

tulis oleh Herviana pada tahun 2019. Skripsi ini meneliti tentang implementasi 

mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Sarolangun, 

dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama 
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kabupaten Sarolangun diawali dengan pendaftaran gugatan,menentukan mediator, 

penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak yang bermediasi.
17

  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putut Basuki pada tahun 2017 tentang 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun”. dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam 

terhadap tugas dan wewenang mediator pada proses mediasi perceraian di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
18

 

 

F. Metode penelitian  

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian lapangan (field 

research) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A. 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasikan di 

jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan 

Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi ini dipilih atas dasar pemikiran dan 

survei yang telah penulis lakukan, bahwa di jalan Datuk Setia Maharaja 

merupakan tempat dimana Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berada.  

                                                             
17

 Herviana, “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Sarolangun” (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 

hlm. 6 
18

 Putut Basuki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 4 
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3. Subjek Dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah semua 

pegawai yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A baik dari ketua 

hakim, hakim mediator, mediator, dan panitera. Sedangkan yang menjadi 

objek penelitian adalah upaya mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A. 

4. Populasi Dan Sample  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua kalangan 

yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang 

berjumlah 7 orang, dengan menggunakan teknik total sampling yaitu metode 

yang digunakan untuk mengambil semua sample. 

Penelitian ini juga berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang 

mengatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik 

dimbil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika 

subjeknya lebih dari 100 maka dapat menggunakan sample. Menurutnya 

sample diambil antara 10%-15% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah 

populasinya yang ada.
19

 Oleh karena itu, maka semua populasi diambil 

sebagai sample, dikarenakan jumlah populasinya kurang dari 100 orang.  

5. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer yaitu peneliti mengambil data langsung pada subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yaitu mediator 

yang memediasi pihak yang berpekara di Pengadilan Agama Kelas 1A. 

                                                             
19

 Suharsimi dan Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993),hlm. 112 
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b. Data sekunder yaitu literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, 

baik berupa buku-buku , jurnal, atau karya tulis lain yang relevan dengan 

topik, dan yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu 

laporan ilmiah. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpula data merupakan cara mengumpulkan data, 

menghimpun, mengambil,  yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian.
20

 

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.
21

 Yaitu 

dengan cara mengumpulkan data yang  telah penulis lakukan dengan 

mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya 

memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Penulis 

melakukan tanya jawab langsung dengan Hakim mediator Pengadilan 

Agama Pekanbaru. Penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada mediator sebagai pedoman wawancara agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam mencari data. 

 

 

                                                             
20

 Suwartono, “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian”, ( Yogyakarta: Andi Offset,  

2014), hlm. 41. 
21

W.Gulo, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), hlm.116. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa yang lalu.
22

 Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk 

mrngumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian. 

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen atau 

arsip data perkara perceraian cerai gugat di PA Pekanbaru tahun 2020-

2021. 

d. Studi Kepustakaan 

Peneliti mengambil buku-buku yang ada di kepustakaan sebagai 

referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti oleh peneliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

menganalisis data penelitian.
23

 Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah dikumpulkan 

kemudian penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

dipahami secara jelas. Metode ini peneliti gunakan untuk menguraikan faktor-

faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A dari tahun 2020-2021. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan ini, maka penulis 

membuat sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi 

                                                             
22

 Ibid., hlm. 123 
23

 Metode Penelitian, Op.cit.,hlm. 75 
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dalam sub-sub yang di sesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

BAB I  PENDAHULUAN  

Merupakan pendahuluan pada bab ini penulis akan menguraikan 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, studi review terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Berisikan  tentang  sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, visi misi 

Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur organsasi Pengadilan 

Agama Pekanbaru, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 

Pekanbaru. 

BAB III LANDASAN TEORI  

Berisikan tentang tinjauan umum mengenai mediasi yang 

mencangkup pembahasan, pengertian mediasi, dasar hukum 

mediasi, tujuan mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan faktor 

yang mempengaruhi mediasi.  

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

Membahas tentang upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A dari tahun 2020-2021 dan penulis menganalisa faktor 

yang  mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021. 

BAB V PENUTUP  

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A 

Pengadilan Agama Pekanbaru dibentuk tanggal 01 Oktober 1958. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura yang 

diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara 

tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 Noveber 1957 men-

geluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pemben-

tukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sumatra. Dalam penetapan terse-

but ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pen-

gadilan Agama/Mahkamah Syarah Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung 

Pinang. Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan 

yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota 

Mahkamah Syari’ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan 

atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, 

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, 

Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara 

resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari’ah Pekanbaru. 
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Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/

Mahkamah Syari’ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah 

berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 

ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada 

saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun. 

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah 

Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan 

kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru 

Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 

tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa 

rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar 

tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan 

menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga 

K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari1970. 

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan 

Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai 

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor 

Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Keca-

matan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah 

kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor 

sendiri. 

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan 

yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir 
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Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan 

Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi 

hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama 

Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988−1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. 

(1994−1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998−2001), Drs. Zein 

Ahsan (2001−2004), Drs. Harun S, S.H. (2004−2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. 

((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami 

(2009−2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010−2012), Drs. Abu Thalib 

Zisma (2012−2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019), Drs. H. 

Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. 

(2020 - 2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - sekarang). 

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh 

Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama 

Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. 

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu 

Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. 

Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru. 

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan 

menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama 

Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin mem-

baik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan 

membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa 
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dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek 

Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. 

Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian 

kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan 

Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan 

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pen-

gadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, 

bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat 

yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih 

memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga 

Peradilan di Indonesia.
1
 

 

B. Struktur Organsasi Pengadilan Agama Pekanbaru  

Setiap organisasi mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan, dan 

untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya susunan struktur organisasi 

yang baik. struktur ini dibuat untuk mengatur tugas dan tanggung jawab masing-

masing bagian, guna untuk membentuk kerjasama yang terorganisir dalam 

mencapai tujuan. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari 73 

pegawai, terdiri dari 58 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 Tenaga Kontrak atau 

Honorer
2
. 

                                                             
1 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil 

Pengadilan, diakses dari, https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-

pengadilan/sejarah-pengadilan , pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10.00 
2
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil 

Pengadilan, diakses dari, https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-

pengadilan/struktur-organisasi, pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10.25 

https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi
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Struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari :  

1. Ketua  

2. Wakil Ketua 

3. Hakim 

4. Panitera 

5. Wakil Panitera 

6. Sekretaris 

7. Panitera Muda Permohonan 

8. Panitera Muda Gugatan  

9. Panitera Muda Hukum 

10. Panitera Pengganti 

11. Jurusita/ Jurusita Pengganti 

12. Kepala Sub-bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelapor 

13. Kepala Sub-bagian Kepegawaian Dan Ortala 

14. Kepala Sub-bagian Umum Dan Keuangan  
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Tabel II.1 

Daftar Ketua dan Periode Jabatan Pengadilan Agama Pekanbaru 

Daftar Ketua dan Periode Jabatan PA Pekanbaru 

NO. Nama Ketua Waktu Menjabat 

1. K.H. Abdul Malik 1958-1970 

2. Drs. Abbas Hasan 1970-1979 

3. Drs. Amir Idris 1979-1988 

4. Drs. Marjohan Syam, S.H. 1988-1994 

5. Drs. Abdurrahman Har, S.H. 1994-1998 

6. Drs. H. Lumban Hutabarat 1998-2001 

7. Drs. Zein Hasan 2001-2004 

8. Drs. H. Harun S, S.H., M.H. 2004-2005 

9. Drs. Masrum, M.H. 2007-2009 

10. Drs. H. Taufiq Hamami, S.H., M.H. 2009-2010 

11. Drs. H. Firdaus HS, S.H., M.H. 2010-2012 

12. Drs. Abu Thalb Zisma 2012-2015 

13. Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.Hum. 2015-2019 

14. Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. 2019-2020 

15. Drs. H. Usman, S.H., M.H. 2020-2020 

16. Drs. Ahmad Sayuti, M.H. 2020-Sekarang 

  



23 

 

 
 

C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A 

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui 

Reformasi Birokasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses 

perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita  

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita dan citra yang ingin diinginkan diwujudkan organsasi. Berkenaan dengan 

hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia 

merumuskan Visi badan peradilan yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. 

Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah 

satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung, maka visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi 

Mahkamah Agung, sehingga, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”. 

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan; 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan
3
  

                                                             
3
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil 

Pengadilan, diakses dari, https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-

pengadilan/visi-misi-pengadilan, pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10. 30 

https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan
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D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru 

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yangmenjadi batas kewenangan hukum 

Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 12 kecamatan di Pekanbaru
4
, masing-

masing kecamatan tersebut adalah : 

1. Kecamatan Tenayan Raya 

2. Kecamatan Tampan 

3. Kecamatan Rumbai 

4. Kecamatan Rumbai Pesisir 

5. Kecamatan Payung Sekaki 

6. Kecamatan Bukit Raya 

7. Kecamatan Marpoyan Damai 

8. Kecamatan Sukajadi 

9. Kecamatan Senapelan 

10. Kecamatan Sail 

11. Kecamatan Pekanbaru Kota 

12. Kecamatan Lima Puluh  

Dari 12 kecamatan yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Pekanbaru, maka PA Pekanbaru membagi wilayah hukumnya menjadi 3 

bagian zona, yaitu zona I, zona II, zona III.  Zona I adalah zona yang kategori 

wilayahnya paling dekat dengan kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, zona II 

adalah kategori sedang, dan zona III adalah zona yang kategori wilayahnya paling 

jauh.   

                                                             
4
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil 

Pengadilan, diakses dari, https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil 

pengadilan/wilayah-yurisdiksi, pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 12.36 

https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil%20pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil%20pengadilan/wilayah-yurisdiksi
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Mediasi  

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang 

berarti berada di tengah. Hal ini bermakna bahwa mediator harus berada pada 

posisi netral dantidak memihak siapapun dalam menyelesakan sengketa.
1
  Mediasi 

merupakan proses perundingan pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak 

memihak (imparsial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk 

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
2
 

Sedangkan menurut terminologi, mediasi adalah suatu proses negoisasi untuk 

memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang 

akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi 

dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah 

pihak.
3
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai 

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 

penasihat.
4
 Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 

menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih 

sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan 

                                                             
1
Mardalena Hanifah,“Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama 

Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia”, Jurnal Vol. 6 No 2,2020.hlm. 105 
2
 Rizqah Zikrillah Aulia, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh 

Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2, hlm. 5 
3
 Sri Puspitaningrum, ”Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan“,Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2, 2018.hlm. 283 
4
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar 

Bahasa Indonesia” (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998),hlm. 569 
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kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi 

dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah 

pihak.
5
  

Dalam Peraturan perundang-undangan juga telah dijelaskan mengenai 

pengertian mediasi, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016  pasal 1 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu cara 

penyelesaia sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain 

yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak 

dalam proses perudingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memasakan sebuah penyelesaian 

(pasal 1 ayat 2).
6
  

Dari pengertian di atas dapat dismpulkan bahwa mediasi adalah suau cara 

yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan 

dengan mendatangkan pihak ketiga (mediaor) guna untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak yang berperkara.  

Dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak 

muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan 

membanyu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama. Dalam 

membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak 

memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan 

menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan 

                                                             
5
 Witanto, “Hukum Acara Mediasi”,(Bandung : Alfabeta,2012), hlm.24. 

6
 PERMA No 1 Tahun 2016, “Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. 
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mediasi.Kedudukan mediator yang tidak netral ini, tidak hanya menyulitkan 

kegiatan mediasi akan tetapi juga dapat membawa kegagalan.
7
 

 

B. Mediasi Dalam Islam 

Sedangkan dalam Islam istilah mediasi sering disebut dengan Islah. Islah 

berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut syarak islah adalah 

suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. 

Yang dimaksud disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian 

karena Allah mencintai perdamaian.
8
  

Pihak yang berperkara hendaknya melakukan islah karena persengketaan 

yang terjadi diantara orang-orang yang beriman merupakan saudara seagama, dan 

jika pihak yang berperkara berhasil melakukan perdamaian, maka mereka akan 

mendapat rahmat Allah, hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 01, yang 

berbunyi : 

اَ  مُاِنَّم (٠١اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْابَ يَْْ اَخَوَيْكُمْ وَات مقُواالَله لَعَلمكُمْ تُ رْحََوُْنَ ) ٶْمِنموْنُ اْل  
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.
9
 

 

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan untuk 

mendamaikan dua golongan yang berbuat zhalim terhadap golongan lain. Mereka 

tetap dinamakan sebagai orang mukmin meskipun mereka berperang. Dalam 

firman Allah SWT. “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara” 

                                                             
7
 Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum 

Nasional”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),hlm.6. 
8
 Yahya Yarotul Salama, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan 

Agama”, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta), Volume. XIII, Nomor.1, Januari 2013,hlm.81. 
9
 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: Diponegoro, 2014), 

hlm. 516. 
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maksudnya yaitu seluruhnya adalah saudara seagama, sebagaiman aRasulullah 

Saw. bersabda, “Seorang muslim adalah saudara dengan muslim lain, tidak boleh 

menzhaliminya dan tidak boleh menyerahkannya (pada musuh)”. Dalam Ash-

Shahih disebutkan, “Allah SWT. berada dalam pertolongan hamba selama hamba 

tersebut berada dalam pertolongan saudaranya”. Firman-Nya, “karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih), maksudnya adalah dua 

kelompok yang saling berselisih menyerang. “Dan bertakwalah kepasa Allah” 

yaitu pada seluruh urusan kalian. “Agar kamu mendapat rahmat” ini adalah 

kepastian dari Allah SWT. untuk mendapatkan rahmat bagi siapa saja yang 

bertakwa.
10

 

Islah berlaku pada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan 

yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan Islah ini ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk 

mengembalikan keadaan yang diperintakan oleh agama. Jika dalam perselisihan 

yang terjadi mengharamkan yang halal maka Islah tidak dapat dilakukan. 

Keberhasilan Islah ini ditentukan oleh muslih(juru damai) dalam hal ini hakim 

sebagai mediator. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang muslih adalah 

takwa, khawf, kharismatik, faqih, dan memahami masalah yang disengketakan.
11

 

Dalam menangani perkara dalam Peradilan Islam juga pernah dilakukan 

oleh Umar bin Khatab, yang termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa Al-

Asy’ari pada point keempat yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                             
10

 Syaikh Ahmad Syakir,“Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6”, (Jakarta: Darus 

Sunnah Press, 2012), hlm. 77 
11

 Yahya Yarotul Salama, “Urgensi Mediasi..., hlm. 87 
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“Perdamaian di izinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari 

kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram 

atau mengharamkan barang yang halal”.
12

 

Perkataan ini berasal dari hadis Nabi Saw. sebagai berikut :  

سْلِمُوْنَ عَلَ 
ُ
ى شُرُوْطِهِمْ اِلام شَرْطاً حَرممَ حَلَالًااوَْاَحَلم حَرَامًاوَالم  

Artinya :  “Kaum muslim itu wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat, 

kecuali syarat yang mengharamkan barang yang halal atau 

menghalalkan yang haram”. (HR. at-Tirmidzi)
13

 

 
Selain Islah dikenal juga istilah Hakam. Hakam mempunyai pengertian 

yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam hakam biasanya berfungsi 

untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan syiqaq. 

Mengenai pengertian hakam, para ahli hukum Islam berbeda-beda dalam 

mengemukakan pendapat. Namun dapat disimpulkan bahwa hakam merupakan 

pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi diantara suami-

isteri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara 

mereka.
14

 Sebagai pedoman pengertian hakam dapat diambil dari pasal 76 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan 

bahwa “hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga 

suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaia  

perselisihan terhadap syiqaq”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa fumgsi hakam hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, 

                                                             
12

 Basiq Djalil, “Peradilan Islam”, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 15 
13

 Imam at-Tirmidzi, “Sunan At-Tirmidzi Jilid 4”, ( Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 
14

 Nurnaningsih Amriani, “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.119 
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bukan unutk menjatuhkan putusan.
15

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hakam dalam hukum Islam mempunyai arti yang sama dengan mediator. 

 

C. Dasar Hukum Mediasi  

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai konsep mediasi yang lebih 

dikenal dengan kata perdamaian (islah). Agama Islam mengajarkan kita untuk 

menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi diantara manusia dengan 

menggunakan jalur perdamaian (islah) agar tidak terjadi perdebatan dan 

mendapatkan solusi yang saling menguntungkan dengan melalui pihak ketiga.  

Dasar hukum yang membolehkan melakukan perdamaian dalam Islam 

terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 35 dan 128, yang berbunyi : 

Surah An-Nisa ayat 35 : 

ُا هْلِهُا وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَا قَ بَ يْنِهِمَافَا بْ عَشُوْا حَكَمً  نْ ُُ وَحَكَمًامِّنْ  م ِ هْلِه ا يُّريِْدَآ اِصْلَاحًا ي ُّوَ فِّقِ اللهُ  اِنُُْا 
اُُۗاِنُ  مم   الَله كَانَ عَلِيْمًا خَبِي ْرًا  ب يْنَ 

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru 

damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) 

bermaksud mengadakan perbaikan, nisaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, maha 

Mengenal”.
16

 

 

Sebab turunnya surat an-Nisa ayat 35 yaitu berkenaan dengan masalah 

yang menimpa Sa’id bin ar-Rabi’. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. 

Isterinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum 

Anshar. Permasalahannya isteri Sa’d membangkang (nusyu) kepadanya,dan 

kemudian Sa’d menamparnya. Lalu Rasulullah Saw. menetapkan bahwa Sa’d 

                                                             
15

 Ibid,.hlm.120 
16 Al-Qur’an dan Terjemah”, Op.cit.hlm.84 
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harus dihukum qishsash. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi kerumah Sa’d 

untuk menjalankan hukuman qishsash tersebut.
17

 

Tafsir mengenai ayat di atas adalah, apabila seorang isteri telah 

melampaui batas-batas aturan hidup bersuami-isteri maka suami berhak memukul 

isteri, maksudnya ialah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun jika sang 

suami keterlaluan dalam memukul sehingga sang isteri menderita kesakitan, maka 

dia wajib menanggung biaya pengobatannya. Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa 

Atha Berkata, “Pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan dengan kayu 

siwak dan semacamnya”. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. 

Sebagaimana diungkapkan Qatadah mengatakan pukulan tersebut adalah pukulan 

yang tidak menyebabkan cacat.
18

 

Surah An-Nisa ayat 128 : 

اف تُْمِن ُْوَاِنِ  خ  اةم نَ هُمَا بَ عْلِهَا نشُُوْزًا اوَْ اِعْ ُامْر  ُرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلِيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بضي ْ لْحًاُۗ وَالصُّلْحُ صم
يُْْۗ  وَاِنْ تُُْسِنُ وْا وَتَ ت مقُوْا فَاِنم الَله كَانَ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ خَبِي ْرًا ۗ  وَاحُْضِرَتِ اْلانَْ فُسُ الشُّحم  خ 

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, maka keduannya dapat mengadakan perdamaian 

yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki 

(pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 

sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan”.
19

 

 

Makna tafsir ayat diatas adalah, jika seorang isteri merasakan dan 

memprediksikan munculnya sikap nusyuz atau acuh tak acuh dari suaminya 

kepada dirinya dengan berdasarkan sejumlah tanda dan indikasi-insikasi yang ada. 

Seperti suami berkata kasar, memukul dan lain sebagainya, maka dalam kondisi 
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seperti ini tidak apa-apa untuk mengambil langkah mengadakan perbaikan dan 

perdamaian diantara keduannya.  Dalam kasus dimana terjadi kesepakatan 

diantara suami isteri yang hal ini diungkapkan dengan kata   ُالصُّلْح (kesepakatan 

damai). Yakini sesungguhnya kesepakatan damai di antara suami isteri dalam 

bentuk si isteri rela melepaskan sebagian haknya dan si suami pun menerima hal 

itu adalah lebih baik daripada pisah atau cerai. Kesepakatan damai lebih baik dari 

pada perceraian, atau lebih baik dari sikap nusyuz.
20

 

Sedangkan dasar hukum mediasi juga terdapat pada hukum acara di 

Indonesia yang terdapat dalam pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg, dalam pasal ini 

disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian 

sebelum perkara mereka diputuskan. Yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan 

negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. 

2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 

bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah 

pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan 

berkekuatan dan akan dijadikan sebagai putusan yang biasa.
21

 

Menurut pasal di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim ketua 

memeriksa gugatan yang telah diajukan kepadanya, maka terlebih dahulu harus 

mengusahakan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun dalam pasal di 

atas tidak disebutkan dengan jelas metode untuk mendamaikan para pihak, hakim 

menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak.  
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D. Tujuan Mediasi  

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian 

sengketa baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.Tujuan mediasi adalah 

untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral dan imparsial.
22

 Adapun tujuan yang lain dilakukannya mediasi 

adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui penggalian dan penelusuran 

kepentingan dan kebutuhan para pihak.
23

 Selain itu tujuan mediasi juga untuk 

menghasilkan pandangan yang berbeda sehingga akan bisa membawa kesimpulan 

agar pihak-pihak yang berperkara dapat menemukan kepuasan dalam mencari 

jalan keluar atas permasalahan yang telah terjadi. 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak kepada perwujudan dalam 

kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa 

melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama sehingga 

tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). 

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) PERMA Mediasi tersebut bertujuan 

positif, yaitu supaya proses perdamaian dapat ditempuh secara lebih 

optimal.Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi juga sangat 

dirasakan manfaatnya, karena pihak-pihak yang berperkara telah mencapai 

kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka dengan secara damai, adil, 

dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki 

manfaat karena kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi, dan karena 
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telah bersedia mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan 

diantara mereka.
24

  

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang 

berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses 

pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi 

masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. 

Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak 

yang bertikaian.  

 

E. Tahap Pelaksanaan Mediasi  

Mengenai tahapan pelaksanaan mediasi terdapat perbedaan dikalangan 

praktisi mediasi, hal ini berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan 

mediasi. Secara umum tahapan mediasi adalah sebagai berikut yaitu :  

1. Tahap Pendahuluan (Preliminary) 

a. Dalam tahap ini dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup 

sebelum suatu proses mediasi dimulai. 

b. Melakukan konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu 

mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya. 

2. Sambutan Mediator 

a. Menerangkan urutan kejadian. 

b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu. 

c. Menerangkan peran mediator dan para pihak. 
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d. Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang 

mengambil keputusan. 

e. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan. 

f. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan 

menunjukkan kendali atas proses. 

g. Mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses. 

3. Presentasi Para Pihak 

a. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya 

kepada mediator secara bergantian. 

b. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

para pihak untuk saling mendengarkan permasalahan yang terjadi.
25

 

4. Identifikasi Hal-Hal yang Sudah Disepakati 

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi 

hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk 

melanjutkan proses negoisasi. 

5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan 

Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi 

yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan, kemudian 

dikonultasikan dengan para pihak sehngga tersusun “daftar permasalahan” 

menjadi suatu agenda. 

6. Negoisasi dan Pembuatan Keputusan  

Tahap negoisasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. 

Dalam model klasik, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, 
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mencatat kesepahaman, reframe danmeringkas, dan sekali-kali 

mengintervensikan membantu proses komunikasi.
26

 

7. Pertemuan Terpisah 

a. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap 

penting guna tercapainya kesepakatan. 

b. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses 

ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan. 

8. Pembuatan Keputusan Akhir 

a. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negoisasi akhir, dan 

menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci. 

b. Mediator berperan unutk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah 

dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.  

9. Mencatat Keputusan  

a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, 

dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi. 

b. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan 

ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara 

hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
27

 

10. Kata Penutup 

a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri 

mediasi. 

                                                             
26

 Ibid.,hlm. 70 
27

 Ibid.,hlm. 71 



37 

 

 
 

b. Memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka 

capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan 

mereka sendiri. 

c. Mengakhiri mediasi secara formal.
28

 

Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi yang dilakukan 

oleh Pengadilan hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah 

sebagai berikut
29

 : 

a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat. 

b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30  hari terhitung sejak penetapan 

perintah melakukan mediasi. 

c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan 

perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. 

e. Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan 

mediator. 

Dalam prakteknya tahap pelaksanaan mediasi menurut PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008 terbagi menjadi 2 yaitu
30

 :  
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a. Tahap Pra Mediasi  

1) ada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak 

yang berperkara, Hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu 

menempuh mediasi.  

2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan 

mediasi. 

3) Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak 

mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam 

proses mediasi. 

4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri 

berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. 

5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan 

kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. 

6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada 

para pihak yang bersengketa. 

b. Tahap-Tahap Mediasi  

1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk 

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan 

resume perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator. 

2) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih 

mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara 

kepada hakim mediator yang ditunjuk. 
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3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator 

dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6). 

4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 

5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu 

pemeriksaan perkara. 

6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat 

dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. 

Menurut Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi dalam lima 

tahap, yaitu
31

 : 

a. Kesepakatan untuk menempuh proses mediasi 

b. Memahami masalah 

c. Mengemukakan pilihan pemecah masalah 

d. Mencapai kesepakatan 

e. Melaksanakan kesepakatan 

Dalam pelaksanaan sengketa melalui mediasi ini tidak hanya 

dilakukan satu atau dua kali saja,  karena waktu yang singkat dalam pertemuan 

tidak menemukan permasalahan yang terjadi antara para pihak, maka 

diharapkan hakim mediator harus bisa menggali informasi penyebab 

perceraian. 
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Dari uraian di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya dalam 

menentukan peranan seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Oleh 

karena itu, seorang mediator haruslah orang yang mempunyai pengetahuan 

dan penguasaan materi sengketa dan juga teknik-teknik dan keterampilan 

dalam menyelesaikan masalah.  

 

F. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi 

Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian 

bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar 

permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu.
32

 Dalam hal sengketa 

perceraian karena alasan percecokan dan pertengkaran secara terus-menerus, 

pernanan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari 

perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim, 

maka hakim akan dengan mudah mengajak kedua belah pihak untuk rukun 

kembali.  

Namun dalam prakteknya sering kali terjadi kegagalan dalam proses 

mediasi, baik itu mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama maupun di 

dalam Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perkara yang masuk kedalam 

Pengadilan haruslah dilakukan mediasi terlebih dahulu agara tidak terjadinya 

perceraian.  
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Selain terdapat faktor kegagalan dalam mediasi, juga terdapat faktor 

keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi bukan ditentukan dari belas kasihan, 

melainkan karena para pihak yang saling membutuhkan satu sama lain agar 

sengketa yang dipermasalahkan bisa diselesaikan. Kebutuhan para pihak ini 

tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing para pihak yang 

bersengketa. Maka dari itulah, perlu dibangunnya suatu kekuatan sebagai upaya 

untuk memperkuat posisi didalam mediasi. 

Adapun faktor-faktor keberhasilan mediasi dan faktor-faktor kegagalan 

mediais yaitu sebagai berikut ini : 

1. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi 

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan 

Faktor peratran perundang-undangan sangat mempengaruhi 

keberhasilan mediasi di Pengadilan, hal ini merupakan suatu peraturan 

yang mengatur tentang mediasi peraturan tersebut telah diatur dalam 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan juga dipengaruhi oleh 

para penegak hukum yang menangani mediasi secara langsung. Penegak 

hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim dan mediator. Hakim 

yang menangani perkara memiliki posisi yang strategis dalam mencapai 

keberhasilan mediasi. Hakim dalam menangani perkara wajib 

memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan 

wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah 
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diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama 

mediator, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016.  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Ketersediaan sarana atau fasilitas mediasi juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara 

dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lai diluar 

pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi 

menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi 

wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenai biaya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1),(2),(3), 

dan (4) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Selain sarana yang berupa ruangan berserta kelengkapannya, ada 

fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu 

mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual 

jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan 

mediasi. 

d. Faktor Para Pihak 

Faktor yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi.Harus adanya itikad baik 

berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk 
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menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil jika para pihak 

yang bersengketa mempunyai niat untuk berdamai. 

e. Faktor Budaya Masyarakat 

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan mediasi. Apabila dalam suatu daerah yang 

masayarakatnya dominan dengan petani dan buruh maka akan mempunyai 

budaya musyawarah yang sanggat tinggi dalam menyelesaikan 

persengketaan.Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu 

oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan demikian adanya budaya 

tersebut mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan 

sangat potensial dalam mencapai kesepakatan damai.
33

 

2. Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi 

a. Keinginan Yang Kuat Para Pihak Untuk Bercerai 

Pada saat mediasi salah satu pihak yang berperkara bahkan 

keduanya sangat kuat keinginanya untuk bercerai.  

b. Sudah Terjadi Konflik Yang Berkepanjangan Dan Rumit 

Konflik yang terjadi diantara kedua pihak yang berperkara sudah 

terjadi berlarut-larut dangan snagat rumit, dan juga ketika dalam proses 

mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya dan tidak lagi 

menerima nasehat dari mediator. 
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c. Tidak Adanya Itikad Baik Dari Para Pihak 

Mediasi melibatkan orang-orang yang memiliki sifat yang 

berbeda, mungkin saja para pihak menghadiri mediasi hanya karena 

terpaksa dan karena kewajiban dalam proses sidang perkara.  

d. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak 

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, 

seringkali pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses mediasi 

walaupun telah dipanggil berturut-turut. 

e. Faktor Psikologis Atau Kejiwaan 

Kekecewaan terhadap pasangan sangat dalam dan seringkali 

memunculkan rasa putus harapan seseorang terhadap pernikahannya, 

sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahanya tersebut.
34

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor dalam 

mediais sangat mempengaruhi berhasil dan tidaknya suatu mediasi yang 

dilakakuan dalam sebuah persengketaan terlebih khususnya dalam kasus 

perceraian. Maka mediasi menjadi peranan penting dalam menyelesaikan 

suatu persengketaan. Dengan dilakukannya mediasi diharapkan persengketaan 

yang terjadi diantara para pihak bisa diselesaikan dengan damai tanpa adanya 

kebencian di antara para pihak.  

Sedangkan dalam proses mediasi para pihak yang mencari keadilan 

akan difasilitasi oleh seorang mediator yang akan memberikan nasihat-nasihat 

bagi para pihak agar mediasi berakhir dengan damai.  
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Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw. mengenai nasihat hakim 

kepada orang yang bersengketa, yang berbunyi : 

اَ إلمى الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : نم رَسُولُالِله صَ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ أُعَنْ  نمكُمْ إِناَ بَشَرٌ, وَ أَنَّم
قَْضِى نََْوَ مَا لَْْنَ بُِِجم أَنْ يَكُونَ ألَّمَ, وَلَعَلم بَ عْضَكُمْ إِتََْتَصِمُونَ  سَْْعُ, فَمَنْ أَتِهِ مِنْ بَ عْضٍ فَا 

اَ هُ, ذْهِ شَيئًا فَلَا ياَْ  خُ خِيأَقَضَيْتُ لَهُ بَِِقِّ  نَّم   35النمارِ.قْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ أَفَإِ
Artinya : “Dari Ummu Salamah RA, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

“Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian mengajukan 

sengketa kepadaku. Barang kali sebagian kami lebih cakap 

mengemukakan argumentasinya dibanding yang lain, maka aku 

memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa 

yang aku tetapkan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka 

dia sebaiknya tidak mengambilnya, karena sesungguhnya aku 

memberikan sepotong api neraka kepadanya.” 

 

Dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai 

penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin 

diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk penyelesaian 

sengketannya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.
36

 

Adapun yang dimaksud dengan mediator adalah komisioner pada 

komisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses 

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 

informasi publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah 

penyelesaian.
37

 Fungsi mediator adalah untuk “mendidik” atau memberi 

wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan adalah untuk 

mencegah sikap salah satu atau para pihak yang sangat kompetitif. Dalam hal 
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ini kehadiran mediator sangat penting sebagai “pendidik” yang sangat 

diperlukan dalam proses perundingan.
38

 

Dalam hal ini seorang Hakim mediator tidak boleh memberikan 

keputusan kepada dua orang yang bersengketa sebelum mendengarkan 

pernyataan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan Hadis at-Tirmidzi yang 

berbunyi sebagai berikut : 

, مِنْ  , عَنْ زَائدَِةَ, عَنْ سِْاَكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ حَنَشٍ, عَنْ عَلِيٍّ هَنمادٌ قَالَ : حَدمشَنَا حُسَيٌْْ الْْعَُفِيُّ
اصَلمى الُله عَلَيْهِ وَ سَلممَ :  قَالَ : قَالَ لِْ رَسُوْلُ ا للهِ  ُٳِل يْكُ  ))ٳِذ  فَلَا تَ قْضِ لِلاٴوملِ  لَانِ رَجُ  ت ق ضَ 

قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زلِْتُ قَاضِياً بَ عْدُ هَذَا.  حَتََ تَسْمَعَ كَلَامَ اْلَاخَرِ فَسَوْفَ تَدْريِْ كَيْفَ تَ قْضِيْ((. 
 ( 0022.)39رْوَاءُ(هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. )الإِ 

Artinya : Dari Hannad, dari Husain al-Ju’fi, dari Zaidah, dari Simak bin 

Harb, dari Hanasy, dari Ali, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. 
pernah bersabda kepadaku. “Jika ada dua orang yang 

bersengketa memintamu untuk menghakimi mereka, maka 

janganlah engkau memenangkan orang yang pertama sebelum 

mendengarkan perkataan orang yang kedua. Dengan itu engkau 

akan tahu bagaimana cara memutuskan perkara itu”. Ali berkata, 

“Setelah itu saya selalu menjadi hakim”. Ini adalah hadis hasan. 

(Irwaa’ul Ghaliil, No. 2600) 

 

Berdasarkan hadis di atas maka hendaknya seorang mediator harus 

mampu bersikap bijak, arif, netral, dan tidak memihak salah satu pihak yang 

berperkara. Sehingga mediator mampu mendamaikan kedua pihak yang 

berperkara tanpa adanya saling adu permasalahan. Oleh karena itu, seorang 

yang ditunjuk sebagai mediator juga harus memiliki kualifikasi yang dianggap 

kompetensi dalam melakukan mediasi, maka mediator harus memiliki 

sertifikat sebagai mediator yang berpengalaman.  
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Hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Setiap 

mediator wajibmemiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti 

dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah 

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.
40

 

Pasal 6 ayat (1) PERMA dalam pengadilan yang dapat ditetapkan 

sebagai mediator adalah sebagai berikut ini : 

a. Berasal dari kalangan Hakim 

b. Boleh juga yang bukan Hakim 

c. Syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator 

Jumlah mediator juga berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi 

seperti yang ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) bahwa “pada setiap pengadilan 

memiliki sekurang-kurangnya 2 orang mediator”.
41

  Dalam PERMA Nomor  

Tahun 2008 tidak mengatur batasan maksimal jumlah mediator pada setiap 

pengadilan tingkat pertama, melainkan memberikan batasan minimal jumlah 

mediator pada setiap pengadilan tingkat pertama.
42

 Hal ini secara implisit 

dapat dicermati dari ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor  Tahun 

2008, yang menentukan bahwa : 

“Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua 

Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 
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42
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(lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau 

pengalaman para mediator”
43

 

Jadi, di setiap pengadilan tingkat pertama mewajibkan menyediakan 

paling sedikit 5 (lima) calon nama mediator dalam daftar mediator  pada 

pengadilannya dengan disertai latar belakang pendidikan dan pengalaman 

sebagai mediator. 

Mengingat pentingnya peranan mediator dalam suatu mediasi, maka 

kepada para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih sendiri 

siapa saja yang dianggap mereka terpercaya dan bertanggung jawab menjadi 

seorang mediator. 

Dalam melaksanakan mediasi tentunya mediator harus 

memperhatikan hal-hal yang telah menjadi tugasnya agar tidak terjadi 

kesalahan dalam melaksanakan mediasi dengan para pihak yang bersengketa. 

Mediator mempunyai kewajiban untuk menemukan penyelesaian sengketa 

secara damai, berikut ini adalah tugas dari mediator yang diatur dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 15 

yaitu : 

a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada 

para pihak untuk dibahas dan disepakati. 

b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 

dalam proses mediasi. 

c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 
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d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para 

pihak.
44

 

Mediator ketika melakukan mediasi harus memiliki beberapa 

keterampilan, hal ini dimaksudkan agar mediasi bisa berhasil. Oleh karena itu 

mediator harus memiliki keterampilan seperti keterampilan mendengarkan, 

keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan 

masalah, keterampilan meredam ketegangan dan keterampilan merumuskan 

kesepakatan. keterampilan ini dapat diperoleh dengan melalui pendidikan dan 

pelatihan mediasi.
45

 

Selain mediator harus mempunyai keterampilan-keterampilan, 

mediator juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan 

teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang 

sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalani kegiatan 

mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas dari kedua belah 

pihak. Hal ini perlu dilakukan agar para pihak tidak kesulitan dalam 

memahami bahasa yang digunakan oleh mediator. Kemampuan mediator 

dalam menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan 

pendekatan merupakan peranan penting bagi seorang mediator. Kemampuan 

ini biasanya lahir dari keluwesan dalam kehidupan sosialnya.
46
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Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemampuan yang 

dimiliki oleh mediator diharapkan dapat menciptakan perdamaian yang terjadi 

diantara para pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada lagi perpisahan yang 

terjadi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis lakukan, mengenai 

upaya mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A tahun 2020-2021 masa pandemi, maka pada bab ini  penulis akan 

menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-

pembahasan tersebut, antara lain :  

1. Upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang dilakukan 

oleh mediator adalah sebagai berikut, memberikan masukan atau nasehat, 

mencarikan solusi terbaik, memberikan pandangan mengenai perceraian 

terhadap para pihak, menerangkan akibat dari perceraian, melakukan 

kaulkus. Itulah upaya-upaya yang dilakukan mediator ketika melakukan 

mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, 

agar perkara yang disengketakan berakhir damai. Namun setelah upaya-

upaya yang telah dilakukan mediator terkadang juga mediasi tetap berakhir 

tidak berhasil dikarenakan para pihak yang tetap bersikeras untuk bercerai. 

Tingkat mediasi dari sebelum pandemi dengan masa pandemi lebih banyak 

yang tidak berhasil di masa sebelum pandemi. Pada tahun 2018 jumlah 

perkara yang dimediasi adalah sebanyak 484 perkara dan yang gagal 

dimediasi sebanyak 402 perkara. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang di 

mediasi adalah 338 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 322 

perkara. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang dimediasi 



66 

 

 
 

sebanyak 283 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 248 perkara. 

Pada tahun 2021 jumlah kasus yang dimediasi sebanyak 290 perkara dan 

yang gagal di mediasi sebanyak 222 perkara.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A adalah di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor internal itu berasal dari para pihak itu sendiri. Dalam 

mediasi para pihak memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai dan tidak 

mau berdamai, karena permasalahan yang mereka hadapi tidak 

memungkinkan untuk kembali lagi sehingga para pihak memilih untuk tetap 

bercerai. Dalam hal ini penyebab keinginan yang kuat untuk bercerai itulah 

yang akan membuat mediasi tidak berhasil. Faktor internal juga dipengaruhi 

oleh mediator, dalam hal ini mediator yang memiliki keterampilan-

keterampilan dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi. 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak ketiga, dalam 

faktor eksternal ini pihak ketiga itu bisa mempengaruhi upaya dalam 

keberhasilan dan kegagalan mediasi. Pihak ketiga itu bisa dari kuasa 

hukum/pengacara, bisa juga dari pihak keluarga. Dari pihak kuasa hukum bisa 

saja membuat mediasi gagal karena para pihak cenderung memberikan semua 

keputusan kepada kuasa hukum agar masalah perceraian bisa cepat selesai. 

Kemudian dari pihak keluarga, keluarga salah satu pihak akan cenderung 

memihak anaknya, karena dari keikut campuran kedua orang tua dalam 

permasalahan rumah tangga biasa saja memicu pertengkaran antara para 
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pihak. Namun nasehat dari keluarga juga bisa membuat mediasi itu berhasil, 

karena keluarga cenderung tidak ingin anaknya berpisah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai “Upaya Mediasi Dalam 

Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2020-

2021 Masa Pandemi”, penulis memberikan saran pada pihak-pihak yang 

terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain : 

1. Disarankan kepada pasangan suami isteri untuk menjaga kepercayaan 

bersama agar terhindar dari alasan untuk berpisah. Apabila terjadi 

perselisihan sebaiknya diselesaikan dan dimusyawarahkan dengan 

keluarga. 

2. Untuk mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A agar 

memberikan sosialisasi dan memberi keyakinan kepada para pihak yang 

bersengketa mengenai betapa pentingnya dan keuntungan dari mediasi, 

sebab dengan menyelesaikan perkara melalui mediasi itu akan lebih cepat 

terselesikan dengan begitu diharapkan akan lebih banyak lagi 

permasalahan yang dilakukan dengan mediasi dapat berakhir berhasil. 

3. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A agar lebih mengupayakan 

adanya mediator yang bersertifikat guna memberikan kelancaran dalam 

mediasi dan dapat mempermudah peran hakim dipersidangan di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Serta Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A harus melengkapi fasilitas di ruang mediasi, karena 

hal itu juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A 

1. Bagaimana tahapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A? 

2. Bagaimana peran mediator dalam memediasi perkara cerai gugat? 

3. Apa  faktor penyebab keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A? 

4. Apa faktor penyebab kegagalan mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A? 

5. Bagaimana upaya mediator dalam melaksanakan mediasi perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A? 

6. Apakah mediasi pada tahun 2020-2021 sudah dilakukan sevara online? 

7. Bagaimana keefektifan mediasi secara online? 

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A 

1. Apa saja perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A 

pada tahun 2020-2021? 

2. Berapa banyak kasus yang masuk di tahun 2020-2021 di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A? 

3. Berapa banyak kasus yang di mediasi tahun 2020-2021 di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A? 

4. Berapa banyak kasus yang berhasil dimediasi tahun 2020-2021 di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A? 

5. Berapa banyak kasus yang gagal dimediasi tahun 2020-2021 di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1A? 



LAMPIRAN 
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Wawancara dengan bapak Drs. Asfawi, M.H selaku Hakim Humas 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. 

 

 

Wawancara dengan bapak Drs. Mardanis, S.H, M.H selaku mediator 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. 



 

Wawancara dengan bapak Drs. M. Nasir Ash, S.H selaku Mediator 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. 

 

 

Wawancara dengan bapak  Drs. H. Syarifudin, S.H., M.H selaku mediator 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. 
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Pengadilan A gama Pekanbaru Kelas 1A. 
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